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ABSTRAK

Pembalakan liar atau discbut juga illegal loging merupakan suatu kegiatan pemanenan
pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu dengan cara
vang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas sctempat. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencbangan liar (illegal logging)
berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN TLK, dan Bagaimana Pertimbangan hakim
dalam tindak pidana penebangan liar (illegal logging) berdasarkan putusan Nomor
I/Pid.B/LLH/2023/PN TLK. Metode penclitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, yaitu menggunakan berbagai data sckunder seperti peraturan perundang-undangan,
keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjan, kemudian penelitian
ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Ilasil bahwa Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Pencgakan hukum dalam putusan Nomor: 1/Pid.B/I.LH/2023/PN.Tlk
telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur pertanggungjawaban atau
pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan
hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan Ilakim dalam menjatuhkan
putusan tclah melihat dari scgala sudut pandang aspek yang berbeda schingga menjatuhkan
putusan scsuai dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan
olech Majelis Hakim.,

Kata Kunci : Tindak pidana, Illegal Logging, Penegakan Hukum
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BARI1

PFENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Huan merupakan kekavaan alam vang tak ternilai harganya dan paun disyukorn
sebagai anugersh dari Tuhan Yang Maha Esa Sebagsi anugerah, hutan hars
dinsanfamkan dengan sebaik-batknva dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab.,
Hutan memiliki manfasl yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh
korena itw, pengelolonn dan pemanfaaton potensi buton dengon berianggung jowab
harus dilakukan secara berkesinambungan demi kesejahiernan masyarakasi Indonesia di
masa kini maupun di masa yang akan datang,'

Pembalakan liar ateu discbut jugn illegal lopging merupakan sustu kegiaton
pemanenan pohon atau hutan, penganghutan seria penjualan kayu maupun hasil olahan
kayu dengan cara vang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempal. Secara
wmuam  kegiatan  ini dilakuksn di boen yvang  dilarang etk mepcbang  ataw
menghilangkan pohon atou kxyu dard hutan,

Secars umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya
wddalah fokror mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum yang
lemah . Guna mengatasi masalah penebangan liar (ilfegal logging) terhadap kawasan
hutan khususmyn di Indonesin. Pemerintah telah berusaha untuk mencegsh don

miengantisipasi kerusakan tesebui dengan diberlabukannya berbagai perauran mengenai

"Abdul Rabman Upm 2005, Proses Pemyidiban Tindat Pidowa Peagamglaim Koy laban Tampa
Lkilengkapd Surar Keteramgan Sahnya Hasil Han, Legal Pluralism, Vol, 5. hal, 24,

“hamandi & 5M. Widynsomi 207, Dasar-fhisar Perfinforgan Huras, Yopyakera: Gajah Mada
Univemity Press
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kehutanan, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahon 1999 Tentang Kehutanan
(UUK), Peraturan Pemerintah Momaor 44 Tahon 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan,
Peraturan Pemerintah Momor 45 Tahon 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Pencbangan Kayu
Secara Negal di Kawasan Hutan dan Peredarannva di Selumb Wilayah Indonesia
(selanjumya disebut Inpres Mo, 4 Taham 2006 ). Dalam rangka perlindungan hutan dan
konservasi alam, UUK mengaur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) vang
ditujukan kepada setiap orang vang diberikan izin wsaha pemanfaatan kawasan, izin
usahn pemanfaaton jusa lingkungan, izin ussha pemanfantan hasil hutan kayw dan bukon
kayu, dan izin pemunguian hasil butan kava dan buksn kaya. Ketentuan Posal 38 aym
(4) dun Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UL No. 41 Tabun 1999 memupakan dua pasal
vang khusus mengatur tentang larangan stau tindok pidana di bidang kehutanam,
Ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK memumuskan : “Pada kawasan hutan lindung dilarang
melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka™.

Pasal 82 Ayat (1) huruf ¢ Jo. Angka 12 haruf ¢ Undang-Undang Bepublik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 ientang Pencegahan dan Pemberantasan Perusokan Hutan
berbuny:

{1} Orang perseorangan yang dengan sengaji:
& melokukan pencbangan pohon dalam kawasan hotan yang tidok sesuai dengan
izin pemanfaaton hutan sebagaimana dimaksud dalom Pasal 12 horut o

b, melakukan penehangan pobon dalam kswasan hutan tanpa memiliki izin yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagnimana dimaksud dalam Pasal

12 uaruf b danfaiou
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¢. melakukan penchangan pohon dalam kawasan hotan secara tidak  sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢ dipidana dengan pidana penjara
paling singkat | (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun seria pidana denda
paling sedikit RpS00.00000.00 (lima rams juta rapiah) dan paling banyak
Rep2 SO0 (NN OO0 (e mlliar Dama ratus juta rupdah).

{2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan vang bemempa unggal di dalam danman & sekitar kawasan
hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun don/sau pidona denda paling sedikit RpSO0.000,00
(limsa ratus ribu ropish) dan paling bamyak RpSO0.000.000,00 (lima raws juta
rupiah},

a. melakukon penebangan pohon dalam kawasan hutan yvang tidak sesuai dengan
izin pemanfaatan hutan schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pobon dalam kawasan hutan aepa memiliki fn
vang dikeluarkan oleh pejabat vang berwenang sebagainuna dimaksed dalam
Pasal 12 huraf b; dan‘atou

c. melakukan penchangan pobon dalam kawasan hutan secara tidak sah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huref ¢ dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun don paling lama 15 (lima belas) tahun
serta pidana dendn paling sedikit RpS 000000000000 (lima miliar rupiah)

dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rapiah).’

"Perniurun Perusdang-undapgan Nomor 18 Tahun 2013 ientang Pencegahan dan Pemberantssan
Penusakan Huas
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Salsh sam rindakan perusakan hatan vang berdampak negatif adalah kejahatan
pembalakan liar {ilegal fogging) vang tndakan tersebut menimbulkan keadann hutan
yang sulit uniuk diprediksi seielah dilakukan penchangan dikorenakan tindakan tersehast
dilakukan diluar dari perencanaan vang ada. Perlindungan hotan direfleksikan dalam
mekanizme konsesi penehang (pemberian hak, izin atan anah oleh pemerintah) sehagai
konsekwensi dan fungsi perizinan vang menjadi sarann pengendalian dan pengawasan.
Dalam rangka pemanlsatan butan diperlukan konsep yang dapal mengintegrasi upaya
pemanfastan dan perlindungan terhadap lingkungan untuk menjaga keseimbangan
kondisi lingkungan sesual depgan prinsip pengelolaan huian dengan mengedepankan
kelestarian.*

Penyeruan [ Dellmining Compliciry] menurut KUHP. Penyertiaan diatur dalam pasal
55 don pasal 56 KUHP. Berdasorkan pasal-pasal tersebut. penverinan dibagi menjadi
dua pembagian besar. vaitu

I, PembaatTader {pasal 55) yang terdiri dasi:

a. Pelaku (pleger);
b Yong menyuruhmelakukan |doenplegerl;
c.  Yang tunit serta (medepleger )
d  Penganjur {uitfokker)
1 Pembantwimedepdichiige (pasal 56) yang terdiri dari:
a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;

b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

‘Par Narisdrand, 2018 Upava Masvareko! dalom Peacegahon don Pemberaniosan Pembarlalan Liar oJf
Indfesmeci. D Jure, Viold. 18, hal, 243,
"Teguh Praserya, 2000, Nisknm Pidora, PT Rajagrafindn Percada, Depok
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Tahel 1.1

Data Tabel Kasus Pidana Negal logging di Wilayah Hukum Pengadilan

Megeri Teluk Knantan

Nomaor Tahun Kasus
1 2021 1
2 2022 i
3 0z3 1
Jumlah 2

Sumber Data : SIPP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2023

Schubungan dengan wrul serta dalam tndak pdana penchangan liar (ilfegal
logging | tanpa sural keterangan sahnya hasil hutan, penulis mengkaji lebah dalam knsus
turut serta dalam tindak pidana penchangan liar (illegal logging) vang tidak dilengkapi
sural keterangan sahnya hasil hutan vang terjadi di Commpartement C. 011 Estate
Logas Desa Tanjung Pauh Kecematan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
dengan nomor perkaran Momor P BTLUH2023PN TIK veng terdakwanya adalah
IWAN Alias TOMGKOL Bin AKIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana *Mercka yang melakukon, wang menyurih
melakukan, dan fwne sema melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf ¢ "sehagaimana dalam dakwaan
Kesatu kami melanggar Pasal 82 ayat (1] huraf ¢ Jo Pasal 12 hurf ¢ UL BRI No. 18
Tahun 2013 ientang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KLUHP;
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Menjamhkan pidana rerhadap terdakwa IWAN Aliss TONGEKOL Bin AKIM {Alm)
berupa pidana penjara selama 1| (sat) tahun dan & (enam) bulan dikurangi selama masa
penangkapan dan penohanan yang telah dijalani terdakwa dengan penntah terdakwa
tetap ditahan dan dendasehesar Bp. SO0U000.000.- (lima rans juta rapish) subsidiair 3
(tiga) bulan kurungan;

Bohwa terdakwa I'WAN Alias TONGKOL Bin AKIM (Alm) bersama-sama dengan
Saudars Darwin Alias DARWIN dan s, YASRIANTO Alis ANTONE (masing-
masing dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2022 sekira
pukul 02.00 WIB atau pada wakiu lain dalam bulan Oktober 2022 stau pada wakin lain
dalam tahun 2022 bertempat di Compantement C. (011 Estste Logas Desa Tanjung Pauh
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi vang menupakan Kawasan
Hutan yaitw Kawasan Huotan Produksi  berdasarkan 3K, 661 2/MENLHE-
PETLEUHPLA 2121 tentang Peta Perkembangan Pengukuhon Eawasan Hutan
Provinsi Risy dan merupakan Areal Kawasan Lindung Konsesi Hutan Tanaman Indusari
(HTI) PT. Risu Andalan Pulp And Paper (RAFP) berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesin Nomor SEH2TMENLHE
SETIEN/HPL 02021 atan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, mercka vang melakukan, yang menvaruh melakukan, dan yang turul serta
melokukan pencbangan pohon dalem kowasan huian ionpn memilkil izn yang
dikeluarkan oleh pejabal vang berwenang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dengan cara-cara sehagal benkui:
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Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Okiober 2022 sekira pukul 15.00 WIB,
Saudara Darwin Alias DARWIN (IDPO) dan Sandara Yasrianto Alias ANTONE (DPO)
datang ke rumah terdakwa di Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kin Kab. Kampar
Provinsi Riaw, selanjumya Sandars Darwin Alias DARWIN (DPO) dan Saodara
Yasrianto Aliss ANTONE (DPO) mengajak terdakwa umtuk menehang pohon ukoran
besar di Kawaszan Lindung PT. RAPP vang berada di Desa Tanjung Panh Kecamainn
Singing Hilir Kabupaten Kuaman Singingl dimana pobon tersebut akan diolsh menjadi
papan dan brot, kemudian ierdakwa menyetujuinya. Selanjumya terdakwa menyiapkan
peralaian miliknya yaito beropa | (soiu) unit Chainsaw Soper Radin Original X584, |
(satu) buah jerigen kecil yang berisi cairan oli wama hitam, 1 (saw) buah gulungan
benang dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter dan bush potongan meteran berwarm
kuning™;

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakon
penelitian  dengan  judul : *TINJAUAN  YURIDIS TINDAK PIDANA
FENEBANGAN LIAR (fllegal Logging) (STUIM FUTUSAN NOMOR
LPid. B/LHZ023 TN TLK)

& Puissan Nesnor |7l B RCHI23Pe Tik
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B. Rumusan Maszalah
Berdosarkan wraian |atar belakang mosalah tersebot i atas, maka penulis dapa
merumuskan permasalahan dalam penelitian ind, yaitu sehagm berikut:
I. Bagaimana penegakan hukum werhadap tindak pidana penchangan liar (ilfegal
Fevggrinng ) herdasarkan puivsan Nomor 1/Pid B1TH2023PN TLE ?
2. Bagasimana Penimbangan hakim dalam tndak pidana penebangan liar (ilfegal
fogging) berdusarkan pulusan Nomor 1/Pd.BLH2023PN TLK ?
. Tujuan Penelitian

Berdasarkan mamusan masalah diotss penulis meneniukon tojuan penelitian sechagal

beridowi:
I. Uptuk mengetahui bagaimana penegakan hukum  terhadap tindak  pidana
pencbangan  liar  fillegal  logging) berdasarks  putusan  Momor
1/Pud BLH2(23PN TLE

2. Ustuk mengetabui Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana
penchbangan  liar  (ilfegpal  logging)  berdasarka  putusan  MNomor
1/Pid. B/LH2023/PN TLK

. Manfaat Penclitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik kegunaan leoritis maupun

kegunoan praktis. Berikut penjelasannya:

1. Kegunaon Secara Teoritis Penclitian diharapkan menjadi tambahan informasi
bagi berbagai pihak wntok memperluas pengetabuan teniang hukum pidana

khususnya terkml kosus lindak pedona Pencbangan Lar {illegal logeingl.
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Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan literamr bagi penelit
selanjutnya,

1. Kegunaan Secara Praktis Secarn prakiis, dibarapkan penelitian ini dapat menjadi
masukan kepada berbagai pihak yamg memberikan  pemahaman  secara
mendalam terkail dengan tindak pidana Penebangan lar (illegal logging) vang
tidak dilengkapi sural keterangan sahnya hasil hutan.

E. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Holkom

pencgakan hukum memupakan penvelengpornan hukum oleh peiugas penegak
hukum don oleh setiap orang vang mempunyai kepentingan sesuai  dengan
kewenangannya masing-masing  menurut aturan hukum vang  berduky.  Penegakan
hukum pidana merupokan saiu kesoiwan proses diowali dengan  penyidikan,
penangkapan, penshanan, peradilan terdakwa dan diakhin dengan pemasyamlatan
terpidana, ‘Menurut Soerjono Sockanto, mengatakan balwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkon dalam kaidah-kaidah
mantap don sikap tindak sebagoi rongkaion penjabaran nilei twhap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan memperishankan kedamaion pergaulan  hidup *
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparu
penegok hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakon pelaksaan dan
peroiuran-peraturan pidona. Dengan demikian, pencgokan hukum memupakon susiu
sistem yang menyangkul penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilabu nyata

munusia, Kaidah-kaidoh terscbut kemudian menjadi pedoman atou  paiokan bagi

"Harmin M. Husen. 1990, Kefabanan dow Pracpalan Ml D7 ndesesie, Rineka Cipla, Jakana, kal 58

"Sactmn sockanta, 1993, Falror-Faloor Yatg Mempengarosd Peiegobon HMubum, Raja Grafisdo Perssds,
Jakarin, had, 35
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perilaku atau undakan yamg dianggap pantas atau seharusnya Perilalu atau sikap
tindkak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamadan,
Menurai Mocljpino menguraikan berdasarkan dari pengertion istilah hukum pidana
vang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hokum
vang berlaku disuam Megara vang mengadakan unsurunsur dan aturan-aluran,
L. Tewri Tindak Pidana

Tindak pidana sdalah perbustan yang oleh suran hukum dilarang dan diancam
dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifar aknf
imeclakukan scsusin yang scbenamya dilorang oleh hukum) juga perbuatan yang
bersifat pasif (dak berbust sesuaiu vang sebenarmya diharuskan oleh hukum),*

Menurut B. Soesilo, tindak pidana vauty suaty perbustan vang dilarang atay yang
diwajibkan oleh undang-undang vang apabila dilakukan ata disbaikan maka orang
vang melakukan stss mengabaikon diancam dengan hukuman. "
Menurut Moeljanio “peristiwa pudana fu ialah suaiu perbuaton alou rangkaian
perbustan manusia vang benemangan dengan undang -undang atay persturan undang-
undang lamnya terhadap perbustan mana diadakon tindakan penghukuman™. ' Simons,
peristiwa pidana adalah perbustan melswsn holum yang berkaitan dengan kesalahan
(schuld) seseorang vang mampu beranggung jawab, kesalshan yang dimakdu oleh
Simons ialah kesalahan yang meliputi doles dan culpulage.

*thi_ hal. 50

MR Soesila, |99, Pokoli-peskiesk Hubum Pidmes Peratvan Deeam dan Delik-delil K, Polileia,
Bogor. hal, 11

' Mlocljmng, 2002 e Mubum Prang, Rimeka Cipia, Jakana, hal. 62

2 fbagd, bl 63
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Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah
miembicarakan 3 (tiga) hal, yaim

1. Perbuatan yang dilarang I3 mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan ma=salah
mengenai perbustan vang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan
seperti yang termaual dalam Tiel XX1 Buku [1 KUH Pidana

2. Orang wvang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yvang melakukan
perbuatan yang dilareng (tindak padana) wait: setiap pelaku yang dapal
dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya vang dilarang dalam
suaty undang-undang

3. Piduna yang disncamkan Temtang pidana vang diancamban terhadap si pelaku
vaitu hukuman vang dapa dijsuhkan kepada setinp pelaku vang melanggar
umddnag-undang. baik hukumon yang berups bukumoan pokok moupun sebagni
hukuman tambahan | Pembenuk undang-undang telah menggunakan perkataan

“straafbaarfeit” yang dikenal dengan tindak pidana Dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) tdak memberikan suatu penjelosan mengenai

apa yang scbenarnva dimaksud dengon perkatoan “siragfhaariei.

Perkstzan “feir” itu sendiri di dalam Bahssa Belanda berarti “sebagian dari
susty kenyataon™ atau “een gedeele van werbwiifheid ™ sedang “stragf baar” berart
diterjemahkan sebagai “sebagian dan sustu kenvataon yang dapat di hukum™ oleh
karena kelok diketphui bohwa vang dapat di hukum it sebenornyva adaloh manusia

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Gondalan, ™

**Hied, ball. 45
Hphi, bal. 46
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Pembentuk undang-undang telash memberikan suatu penjelasan mengenai apa
vang sebenamya telah dimaksud dengan perkataan “straa®aarfeir ” sehingga timballsh
doktrin tentang apa yang dimaksud dengan * siraafhaaniEe '

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Instilah ini dipakad
sehagni pengpanti perkataan “sragfhoarfer”, vang berasal dari Bahasa Belanda,
Timdak Pidama memnapakan suat pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
adalah suaw pengertian vuridis. Lain halova dengan istilah perbuatan jahat aaw
kejahatan yvang dapar diamikan secara vuridis (hukum) ataw secara kriminologis.

3. Tewri Tindak Pidana Kehufanan

Pengertion  Tindak Pidana Kebutanan Pengertian tindak pidana  bidang
kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 Tentung
Kehutanan. Tetapi berdasarkan Persturon Menteri Kehutanan Momor P4.Menhot-
IHD Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidona Kehutanan, yang selanjutnya
disebut Tipihut sdalah perbustan vang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan
atau pelonggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidong Kehutanan dan
Konservasi.

Tindak pidana kehutanan menwt Undang-undang Republik Indonesia Momor
4] Tahun 1999 wemang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana
dintur dalam Pasal 73
a. Pasal 50 menyainkan:

1) Setiap orang dilarang mernusak prasarana dan sorana perlindungan hutan,

i, bal 47
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2y Semap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfamtan jasa hingkungan, izin usaha pemanfaaten hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.'®

3) Beriap orang dilarang:

a) mengerjakan dan atan menggunakan dan stas menduduki kavwasan hutan secara
tidak sah;

b) merambah kawasan hutan;

¢l melakukan pencbangan pohon dalam kawasan hutan dengan radivs atan jarnk
sarnpai

dy membakar huian;

e} mencbang pobon slow memanen atau memungut hasil huian di dalam hetan
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

N menerima, membeli atan  menjual, menerima iukar, menerima Citipan,
menyimpan, aay memiliki hasil hutan vang diketahui atoo patut didugn berasal
dan kawasan hutan vang dinmbdl atoo dipungot secara tidak sah;

g) melakvokan kegiatan penyelidikan umum atsu eksplorasi siau eksploitasi bahan
tambang di dalam kawasan hutan, wnpa izin Menteri;

h) mengongkut, menguasai, aton memiliki hasil butan vong tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surni keterangan sahnva hasil hutan;

“Diirektora Jenderl Komervesi Sumber Daya Alam dan Eoosstem 2000, Penararan menser belernaman
mewsor @4 memar-in 2000 rendang peapurssen bareag bkl rindal pidesa befutanon, Diakses mngzal
03 Mei HHE pukol 0554  WIE. hitps Eedoe menlhkgo sl assets news persiucn P4 menhesi-
L 20I0 barang bada palf
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i} menggembalakan emak di dalam kawasan hotan vang tidak dinonjuk secara
kharztes untuk maksud ersebu oleh pejabat yang berwenang:

J) membawa alat-alat berat dan atan alat-alat linnya yang lazim atau potut diduga
akan digunakan unmk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa
izin pejabat yang berwenang;

k) membawa alat-alsi vang lazim digunaksn untuk menchang, memotong., atog
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izgin pejabat vang berwenang,

I} membuang benda-benda yang dapar menyebabkan kebakaran dan kerosakan
seria membahoyakon keberadasn atou kelongsungan fungsi hwtan ke dalam
kawasan hutan; dan

m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut twmbubtumbuban doan satws liar
vang tidak dilindungi undang-undang vong berosal dan kawasan hotan tanpa
izin pejabat yang berwenang.

b. Pasal 78 meayatakan:

1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimang dimakswed dalam
Pasal 30 ayai (1) aton Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepulub) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.,00 (lima
miliar rupiah),

2)  Barang siapa dengan sengajn melanggar ketentuan sebagaimang dimaksed dalam
Pasal 50 ayat (3} huruf o, hurof b, atoo huraf ¢, diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepulub) tabun dan denda paling banysk RpS.000.000.000,00

{lima miliar rupiakh).
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3)

4)

=1

&)

7

H)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 avat (3) burul d. diancam dengan pudana pengara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Barang sinpa karena kelalaianmya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksod
dalamy Pasal 30 ayar (3) huraf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5
{lima) tshun dan denda paling banyak Rpl.S00.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juts rupish),

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf ¢ atau horuf £ disncam dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepulub) tshun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah),

Barang siapa dengan sengajo melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) siau Pasal 50 ayat (3) buraf g, diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepulub) tshun dan dends paling banyak Rps.000.000.000,00
(liman miilinr rupiah),

Barang siapa dengan sengajn melanggar ketenivan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3) hwruf b, disncam dengan pidana penjara paling lama 5 {lima)
tahun dan denda paling banyak Rp | 00000000, 000,00 (sepulub miliar napiah),
Barang siapa vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dolam Pasal 50
ayat (3) huruf i, disncam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan don

demda paling banvak Fp 10.000.000,00 {sepulub juta nopish).
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9  Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sehagaimana dimakswod dalam
Pasal 50 ayst (3) huruf j. diancam dengan padana penjarn paling lama 5 (lima)
tahun dan dendna paling banyak RpS (00, (00, 000,00 {lima miliar mpiah).

10y Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (riga)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (sata miliar rupiak).

11} Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat {3) huruf |, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak FEp 1000 (00,000,000 {sata milior rupiah).

12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3) hurul o, diancam dengan pidana penjara paling luma 1 (sutu)
tahun dan denda paling banyak RpSO00000.000,00 (lima puluh juta ropiah).

13) Tindak pidana schagnimana dimaksod pada ayat (1), ayal (). ayat (3). ayat (4),
ayal (5}, ayal (8), ayal (7}, ayst (9], ayat (100, dan ayar (11} adalah kejahatan,
dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada aym (8) dan ayat (12) sdalah
pelanggaran.

14) Tindak pidana sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) apabily ditokukan oleh dan sty atas nwma badan huloum sau badan wsaha,
tuntutan dan sanksi pidananya dijastuhkan terhadap pengurusnya, baik sendic-
sendini maupun bersama-sama, dikenakon pidann sesun dengan ancoman pidana
masing-masing ditambah dengan 173 (sepertiga) dari pidana vang dijatuhkan.

15) Semua hasil butan dan hasil kejphaton dan pelonggaran don siau aloi-alat

termasuk alat angkutnya yang dipergunokan untuk melakukan kejahatan don
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atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ind dirampas enmok
Negara.
F. herangka konseptual

I. Tinjanan Ywridis adalah mempelajari dengan cenmat, memeriksa (unuk
memahand), suats pandangan atau pendapar dan segi hukum,

2. Timdak Pidana adalsh sebagai perbuatan melawan hukom artinya melakukan
sesusu stau berbual sesuatu yang di lasang, dan berbenk pegatif, artinya tdak
berbuat sesuam yang dihanskan '

3. Penchangan Liar (Mlegal Logging) adalah tindakan mencbang pohon di dalam
kawasan hutan yang dilakuksn tanpa izin dani istansi kehatanan sehinggs
digolongkan sehagai tindakan yang melawan hukum, ™

4. Putusan Nomor: VPid. BLH2023FN Tik adalah putusan PN Teluk Kuvantan
tentang tindak pidana ilfegal fogping™

G Metodalogi Penelitian

1. Jenis dan Sifst Penelitian

Jenis Pepelitian ini adalab penelition hukum normanf, vaitn penelitian hukum
yvang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustoka atou data sekunder, diseboi juga
penelitian dokirinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa vang tertulis

dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengodilan, teon hukum dan juga dapat

"Departemnen  Pendidikan MNosional, 3012, Kewws Besar HBafess feadomesio, Possl Babasa (Fdisi
Keempat i lakarta: FT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 1470
EEhigt, bal. 55

' Depanicmen Pendidiban Maskonal, Lomws besor boobasg Sidosesln Pas Bobasa, Jelana
pwusan MNomer PO TLH2020PN TLE
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berupa pendapar para sarjana, dengan mempelajar buku-buka peraturan perondang-
undangan dan dokumen lain yvang berbubungan ermt dengan penelitian

2. Obijek Penelitian

Objek penelitian adalsh Pumsan Pengadilan Megen Teluk Kuantan Nomor

1Pid. BALHA0Z3 PN TLE.

3. Sumber Duta
Bahan hukum sekonder adalah bahan hukum vang tendin otos buku-buku
Interntur ilmu hukum teks vang ditulis oleh shli hukum vang berpengoruh,
Jjumal-jumal hukum, pepdapal pars sarjana, kasus-kasus hukum yurisprodensi,

dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan wpik penelitian.™
Adapun data-data vang digunakan dalam penelitian ini sebagai beriku;
a. Dats Sekunder
Data sekunder terdin dar :

I} Buhan Hukum Primer :
& Undang-undang Momaor 41 Tahun 1999 Tentung Kchotonan (UUE)
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Taohun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¢. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

] Ketui Suandiia, X

N T, Pragenolas Molan Moo (Pbin), D AL

ses pacds F2 Aed 0T pukul 2023 WIB

o LA
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2} Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sckunder odalah baban hukwum yang terdini atas buku-buku
literatur ilms hukum teks vang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-
jumal hukum, pemdapat pora sarjana, kasus-kasus hukum yurisprodensi, dan

husil-hasil simposium mutakhir vang berkoitan dengen topik penelition. ™
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum vang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
biografi karya-karya ilmishbahon seminarhasil-hasil  penclition  para
sarjana kamus hukum, dan Enclyclopedia.™

4. Analisis Data

Data vang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatsf, yainn mengamlis dengan cara mendesknpsikan atau  menggambarkan
kemudian membandingkan antara data  dengan ketentuan  perauran  perundang-
undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menark kesimpulan secara
induktif, yaitn menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal

bersifat womum.

“Jppaedi Efendh dan Johanny lbmbam, 201 B Meode Penefition Mukun Noermanf dow Empins, Depok.
Prepadamedia Croup.hal | 73
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BAB IV
PENUTUP
A, Kesimpulan

Berdusarkan pembahasan yang  terdapat pada bab schelumnya dan hasil

penelitian vang telah diperoleh penulis, maka dapar ditank kesimpulan antara lsin:

l. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Berdasarkan Pumsan Momor
|'Pid BLH2023PM.TIk penchangan har vang dilakukan pada kawasan
Lindung PT RAPP yang beradn di Diesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir
kabupaten Kuantan Singingi sudah ditegakkan dengan baik sesuai dengan
Undang-Undang Mo 18 Tahun 20013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hwian vang dilnkukan oleh sparat penegak hukum seperti Dinos
Kehutanan, Kepolision Resor Kuanian Singingi, Kejaksaan Megeri Kuantan
Singingi, dan Pengadilan Megeri Teluk Kuantan. Dimana wwhap-tahap penegakan
hukumnya dari proses penvidikan, penangkapan, penshanan, penuntutan, dan
pemeriksaan di pengasdilan berjolan dengan baik sesuai prosedur yang ada.

2. Penmimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar
(Mlegal Logging ) dalam pusan Momor: 1/Pid B/LH2023/PN, Tk terdin dari 2
{dua), disntaranya adalah pertimbangan yurndis dan non vuridis, Pertimbangan
vuridis antara lain dakwaan dari Jaksa Pemuntmt Umum, Keterangan saksi,
Keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperoleh, dan pasal 32
ayat (1) huraf ¢ Jo Pasal 12 horuf ¢ Undang-undang Nomor |8 Tabun 2013

Tentang Pencegahan dan  Pembernniasan Perusakan Hutan, Sedangkan

12
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pertimbangan non yuridis antara hal-hal vang memberatkan dan hal-hal vang
merngankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan distas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam melsksanakan penegakan hokum di bidang kehutanan illegal logging di
Kepolisian Resor Kuantan Singingi hendaknva melakukan peningkstan terhadap
pembingan masyarakst vang  melipoti  pemberdayvaan masvarakal  dengan
melakukan penyuluhan guns meningksikan kespdaran mosyarakot terhadop
pentingnya hotan, memberikan sosialisasi hukum guna meningkatkan ketaaian
hukum dan kelentuan dabam persturan perundang -undangan Khususnya yai
Undong-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Penegahan Dan Pemberantasan
Perusokan hwian.

2. Dari pertimbangan hukwm bahwa dan hal-hal vang memberaikan dan vang
merngankan tersebut, dibubungkan dengan sifai perbuatanmya keadaan-keadaan
ketika dilakukan. Dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka
pidana yang akan dijatubkan rechadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan

Terdakwa dan sesun dengan rasa keadilan,

73
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